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ABSTRAK

Lembaga Penjamin Polis Asuransi telah diamanatkan pembentukannya
dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian. Dalam  Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa
pembentukan LPP harus sudah terbentuk 3 tahun setelah UU Perasuransian
disahkan yaitu harus sudah ada LPP tahun 2017. Namun, hingga tahun 2022
Lembaga Penjamin Polis belum juga terbentuk. Akibat belum adanya LPP banyak
pemegang polis asuransi yang tidak mendapatkan hak-haknya karena perusahaan
asuransi yang mengalami gagal bayar. Sehingga secara yuridis maupun hukum
islam secara maslahah, pembentukan LPP sudah sangat urgen, karena sudah
mendatangkan mafsadat.

Jenis penelitian ini metode penelitian kepustakaan (library research) yang
bersifat jenis penelitian hukum yuridis filosofis. Penelitian yuridis filosofis adalah
suatu penelitian yang berfokus terhadap analisis bahan hukum berupa segala jenis
peraturan yang berlaku di Indonesia dengan penyempurnaan teori maslahah
sebagai bahan acuan dalam penelitian tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembentukan LPP secara yuridis
sudah harus dibentuk karena sudah sangat terlambat dari amanat UU
Perasuransian. Dan secara maslahah, pembentukan LPP sudah masuk dalam
kategori daruriyat, sebab dari kasus-kasus gagal bayar perusahaan asuransi sudah
mengancam jiwa pemegang polis dan pembentukan LPP digunakan untuk
mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang. Selain itu,
Pembentukan lembaga ini akan memberikan maslahah bagi seluruh lapisan
masyarakat (a/-maslahah al-ammah).
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1997 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.
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Arab Huruf Latin Keterangan
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< T3’ T Te
& Sa’ 5 es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
- Kha’ Kh ka dan ha
4 Dal D De
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4 R2’ R Er
J Zai z Zet
8, Stn E Es
o Syin Sy es dan ye
ol Sad $ es (dengan titik di bawah)
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ol Dad de (dengan titik di bawah)
L ta’ Te (dengan titik di bawah)
%) za Zet (dengan titik di bawah)
' ‘ain Koma terbalik (di atas)
'& Gain Ge

- Fa’ Ef

T Qaf Ki

4 Kaf Ka

Jd Lam El

o Mim Em

O Nin En

S Waw We

® Ha’ Ha

$ Hamzah Apostrof

] Y2’ Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap, contoh:

8340 Ditulis Mawaddah
Ky Ditulis Bihinna




C. Ta’ Marbiitah di akhir Kata
1. Bila dimatikan maka ditulis h
e Ditulis Hikmah
is Ditulis llah
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali
dikehendaki lafal lain).
2. Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka
ditulis dengan h.
9@5%9‘ f\é\f Ditasibc Karamah al-auliya’
3. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah
ditulis t atau h.
D. Vokal Pendek
— Ditulis A
. TR Fa’ala
o Ditulis
Jos
= Ditulis !
5 Ditulis Zukira
- Ditulis U
y Ditulis Yazhabu




E. Vokal Panjang

Fathah + alif Ditulis A
Y6 Ditulis Fala
Fathah + ya’ mati Ditulis A
5 Ditulis Tansa
Kasrah + ya’ mati Ditulis [
.. Ditulis Tafshil
el
Dlammah + wawu mati Ditulis 0
L - Usil
Jj-o\ Ditulis :
F. Vokal Rangkap
Fathah +ya’ mati Ditulis Al
,i/f-“ Ditulis A-zuhail?
Fathah +/V\faWU mati Ditulis Au
2\55.0\ Ditulis Ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam

Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
] Ditulis A’antum
sl Ditulis Uriddat
(a'geg’ %, uJ Ditulis La’in syakartum

Xi




. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf amariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”’

o7l Ditulis Al-Qur’an
e Ditulis Al-Qiya

2. Bila diikuti hurus syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

Pl Ditulis As-Sama’
s 0% f] Ditulis Asy-SyamSG

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

PR s Ditulis Zawi al-furdd
L Yl Ditulis Ahl as-sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi konvensional dan asuransi syariah dalam perekonomian
Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bisnis tidak dapat
berlangsung tanpa bantuan usaha asuransi, maka peran asuransi memberikan
kontribusi terhadap pertumbuhan sektor usaha lainnya. Sudah menjadi rahasia
umum bahwa ketidakpastian, yang mungkin menguntungkan tetapi juga memiliki
efek sebaliknya, adalah hal yang konstan baik dalam mengarungi kehidupan
maupun bisnis. Manusia dalam berbisnis mengantisipasi perlindungan atas aset
mereka, kesehatan yang baik, dan kesuksesan dari pekerjaan mereka, namun Allah
SWT mengendalikan segalanya. Akibatnya, setiap orang dan bisnis berusaha
menghadapi potensi bahaya.

Timbulnya suatu resiko yang menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang
belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang untuk mengalami kerugian
atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal yang
tidak diinginkan. Seseorang yang tidak menginginkan suatu risiko menjadi
kenyataan seharusnya mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak
terjadi.!

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari
keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian

mengandung risiko yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak, baik

! Emmy P. Simanjuntak, Hukum Pertanggungan Dan Perkembangannya, 1st ed.
(Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1980), him. 4-5.



sebagai pribadi maupun sebagai pelaku bisnis. Disini, asuransi merupakan salah
satu bentuk pengalihan risiko. Dalam Islam, paling sering disebut sebagai takaful,
yang menyiratkan berbagi risiko sehingga satu orang mengambil risiko yang lain.
Konsep yang sangat relevan dengan magasshidusy syariah atau tujuan Islam
adalah konsep saling menanggung resiko atas dasar saling membantu dalam
kebaikan (za’awun). Tujuan umum syariah yang disebutkan dalam nash syariah.?
Di dalam perasuransian terdapat penanggung dan tertanggung yang saling
mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu perlindungan hukum
diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai bahaya yang akan dihadapi
oleh tertanggung atau pemegang polis, dan yang akan ditanggung oleh
penanggung atau perusahaan asuransi sebagai ganti pembayaran premi.

Man S. Sastra Widjaja dan Endang mengatakan bahwa dengan adanya
kegunaan positif dari perlindungan hukum perasuransian maka keberadaan
asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan.® Untuk mengembangkan usaha
perasuransian dan mendapat kepercayaan masyarakat saat ini, faktor utama yang
perlu diperhatikan yaitu dalam hal regulasi atau peraturan perundang-undangan
asuransi.

Pengaturan usaha perasuransian di Indonesia hingga saat ini masih
mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang ini berlaku bagi asuransi konvensional dan asuransi syariah. Ada

2 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem
Operasional, Book, 2004, him. XVII.

¥ Man S. Sastrawidjaja and Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi
Deposito Usaha Perasuransian, 2nd ed. (Bandung: Alumni, 1997), him. 1.



pula Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian.

Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2010
Tentang Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Penagihannya
Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan
Penunjang Usaha  Asuransi, Peraturan Menteri  Keuangan = Nomor
18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan
Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
30/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah Bagi Lembaga
Keuangan NonBank; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010
Tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian; Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 01/PMK.010/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi
Pada Lini Usaha Asuransi Berkendaraan Bermotor; Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan
Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011

Tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua



Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012
Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
Sedangkan dari Otoritas Jasa Keuangan meliputi POJK Nomor
67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan
Reasuransi Syariah; POJK Nomor 68/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha
Dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi,
dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; POJK Nomor 69/POJK.05/2016
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; POJK
Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang
Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian
Asuransi; POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; POJK Nomor 72/POJK.05/2016
Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dengan prinsip syariah; POJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola
Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian; POJK Nomor
17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan

Reasuransi Syariah; POJK Nomor 55/POJK.05/2017 Tentang Laporan Berkala

4 Otoritas Jasa Keuangan, “Regulasi Asuransi/Keputusan Menteri,”

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-menteri/Default.aspx,
March 18, 2022.



Perusahaan Perasuransian; POJK Nomor 56/POJK.05/2017 Tentang Perubahan
Kedua atas POJK tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa
Keuangan Non-Bank.®

Proses operasional perasuransian yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Otoritas Jasa
Keuangan bertanggung jawab atas pelaporan dan pengawasan, juga ada DPS
(Dewan Pengawas Syariah) untuk mengawasi kegiatan usaha asuransi syariah,
dan fatwa-fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) sebagai pedoman kegiatan
asuransi syariah yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI dengan Nomor
12/DNS-MUI/X/2001 tentang pedoman umum pada asuransi syariah.

Sedangkan regulasi lain yakni terdapat pada Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang memberikan hak konsumen termasuk hak
atas ganti rugi, dan/atau pembayaran kembali atas jasa yang tidak memenuhi
kesepakatan dalam perjanjiannya. Tinjauan perlindungan konsumen melalui UU
No. 8 Tahun 1999, yang mengatur bahwa kreditur konkuren adalah nasabah yang
berhak mendapatkan didahulukan pengembalian dananya apabila perusahaan
menghadapi risiko.’

Tingkat efektivitas peranan pemerintah merupakan suatu cerminan kekuatan
atau kelemahan peraturan perundang-undangan mengenai asuransi sebagai suatu

bisnis karena peranan pembinaan dan pengawasan pemerintah tidak akan lebih

> lbid.

® Aria Sri Agustin, A.M Hasan Ali, and Elviza Fauzia, “Tinjauan Pembentukan Lembaga
Penjaminan Polis Di Indonesia,” JOURNAL of LEGAL RESEARCH 2, no. 2 (2021): 337,
https://doi.org/10.15408/jIr.v2i2.16602.



kuat dari ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dari
kekuasaan yang dimilikinya.” Kelemahan yang terdapat dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk terhadap kebutuhan perlindungan
masyarakat selaku konsumen asuransi karena belum memilikinya dana simpanan
pemegang polis. Sebagai contoh pada kasus PT. Asuransi Jiwa Kresna atau
Kresna Life yang mengalami gagal bayar dan berakhir putusan pailit Mahkamah
Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Di tahun sebelumnya gagal bayar yang
dialami PT. Asuransi Jiwa Sraya (Persero) dengan total gagal bayar terbesar di
Indonesia hingga saat ini dengan nominal sebesar 12,4 Trilliun. Sedangkan
perusahan asuransi syariah yang pernah mengalami gagal bayar hingga dinyatakan
pailit salah satunya adalah PT. Asuransi Syariah Mubarah dengan putusan
Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Contoh kasus seperti itu
berfungsi sebagai pengingat yang kuat bagi kita semua bahwa konsumen
menderita banyak kerugian sebagai akibat dari cara perusahaan asuransi
memperlakukan mereka. Dalam situasi seperti ini, terlepas dari amanat Pasal 4
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nasabah
atau konsumen tidak mendapatkan haknya.. Pemerintah perlu menyadari besarnya
tingkat kerugian ekonomis baik dalam bentuk kehilangan jiwa dan nafkah,
kerugian fisik maupun kerugian kesempatan berbisnis dan kehilangan potensi
keuangan ketika perusahaan asuransi baik asuransi konvensional maupun asuransi

syariah yang mengalami gagal bayar sampai dinyatakan pailit sehingga tidak

" Wetria Fauzi, Hukum Asuransi Di Indonesia, Hukum Asuransi Di Indonesia, 2019, him. 6.



mampu memberikan hak-haknya pemegang polis dan perlunya menemukan solusi
atau sistem yang efektif untuk mengatasinya.

Sistem yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan
kepada nasabah asuransi adalah dengan membentuk Lembaga Penjamin Polis.
Jika kita telaah sistem perbankan, ada upaya preventif dan represif untuk menjaga
kepercayaan nasabah, antara lain Lembaga Penjamin Simpanan sebagai upaya
represif dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam hal pengawasan sebagai upaya
preventif. Setiap kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan selalu melindungi
nasabah penyimpan, juga secara tidak langsung memikirkan bagaimana bank itu
tetap berjalan dan berusaha dengan baik. Supaya tetap stabil dengan berbagai
kebijakan, antara lain suku kebijakan bunga dan kebijakan penjamin termasuk
bagian dari jejaring pengaman yang membuat stabilitas perbankan.?

Selain regulasi perlindungan hukum asuransi, hal yang perlu kita lihat
bahwa pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi memberikan mas/ahah
yang sangat besar bagi semua pihak. Lembaga penjamin polis dari segi kekuatan
substansinya sudah masuk ke dalam maslahah level daruriyat yang memang harus
segera dibuat mengingat lima (5) tujuan pokok masiahah daruriyat yaitu
perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap
akal budi, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta
kekayaan. Jalb al-manafi’/al-masalih wa dar’ al-mafasid/al-madarr yang

mengandung arti “mewujudkan sesuatu Yyang bermanfaat/baik atau yang

8 Adriian Sutedi, Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan, ed. Tarmizi, Ed.1 Cet.1
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 24.



membawa kemanfaatan/kebaikan, dan mencegah serta menghilangkan sesuatu
yang negatif-destruktif atau yang membawa kerusakan/mudarat, di mana hal ini
semua tetap dalam kerangka arahan Al-Qur’an dan Hadist. Dalam hal ini, perlu
dipertimbangkan segi yang menyangkut kepentingan individual atau terbatas (a/-
maslahah al-khasah) dan kepentingan umum atau masyarakat luas (a/-maslahah
al-‘ammah), dan prioritas diberikan kepada kepentingan umum atau masyarakat
luas® dan konteks Lembaga Penjamin  Polis Asuransi di perlukan untuk
kepentingan umum. Perlunya dilakukan penelitian terkait urgensi negara
Indonesia untuk mentransformasikan dirinya terhadap pendirian lembaga ini baru
sekedar asumsi kronologis, mengingat selain dampak yang sudah di paparkan
diatas, ada dampak utama akibat tidak terdapatnya lembaga penjamin polis
tentunya akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat pada perusahaan
asuransi terlebih permasalahan banyaknya masyarakat yang telah di rugikan oleh

perusahaan asuransi yang gagal bayar hingga dinyatakan pailit.

B. Rumusan Masalah
1. Mengapa pelaksanaan Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2014 tentang Perasuransian hingga saat ini belum terwujud?
2. Bagaimana urgensi pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi dalam

kajian Teori Maslahah?

% Asmawi Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya
Syar-I 1, no. 2 (2014): 325, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548.



C. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut:

a. Untuk menganalisa kendala belum dibentuknya Lembaga penjamin
polis akibat tidak terlaksananya Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2014 tentang seluruh perasuransian.

b. Untuk menganalisa urgensi pembentukan lembaga penjamin dana
Asuransi  guna memberikan keamanan bagi konsumen atau
pemegang polis asuransi.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti
Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan
keilmuan peneliti terutama dalam hal urgensi pembentukan hukum
ataupun Lembaga yang memberikan kepastian kepada masyarakat.

b. Bagi Akademis
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah Aazanah
keilmuan dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk civitas
akademik.

c. Bagi Pemerintah
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur

bagi pemerintah dalam menyempurnakan sistem hukum di Indonesia
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bahwa pembentukan Lembaga Penjamin Polis guna simpanan dana
sudah sangat urgen dan dapat memberikan keamanan sekaligus
kepastian hukum bagi masyarakat.
d. Bagi Masyarakat
Penyusunan penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan
cakrawala pemikiran masyarakat luas bahwa sangat pentingnya
Lembaga Penjamin Polis bagi pemegang polis asuransi guna
memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat.
D. Telaah Pustaka
Yang dimaksud dengan “kajian pustaka” adalah penelaahan terhadap
temuan penelitian terbaru atau karya lain yang membahas topik yang sama,
khususnya tesis, disertasi, jurnal, atau karya akademik lain yang merupakan hasil
penelitian. Mencari tahu berapa banyak penelitian yang telah dilakukan pada topik
yang sedang dibahas dan membandingkannya dengan penelitian masa depan yang
direncanakan adalah dua tujuan utama.’® Peneliti menemukan sejumlah artikel
akademik yang membahas pendirian lembaga penjaminan polis asuransi, sejumlah
literatur tersebut sudah di klasterisasi sebelum dan sesudah diundangkan UU
Nomor 40 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut:
Sebelum di undangkanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang

Perasuransian:

19 Riyanta, Ahmad Bahiej, and Fathorrahman, Pedoman Penulisan Tesis (Yogyakarta:
Magister Ilmu Syariah, 2019), him. 3.
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Jurnal ilmiah yang di tulis oleh Sunarmi dengan judul “Pemegang Polis
Asuransi dan Kedudukan Hukumnya” yang memaparkan terkait pemegang polis
asuransi dan kedudukan hukumnya secara yuridis yang mana pemegang polis
asuransi adalah orang yang merupakan tertanggung yang berhak menerima premi,
serta penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah
karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga faktor agen
asurasi.™ Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh
penulis terletak pada diperlukannya lembaga penjamin asuransi sedangkan dalam
tulisan Sunarmi lebih menekankan kepada kedudukan hukum pemegang polis
asuransi dalam menyelesaikan sengketa.

Kedua sekaligus terakhir jurnal ilmiah yang masih berkesinambungan
dengan penelitian penulis yaitu karya Henky K.V. Paendong yang berjudul
“Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai
Investasi” yang membahas mengenai kelemahan dalam sistem perlindungan
hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan bangkrut atau pailit. Bahwa
belum ada aturan yang bersifat lex specialis yang mengatur keterkaitan asuransi
dan perlindungan dana investasi pemegang polis, karena pengaturan dalam
undang-undang asuransi hanya bersifat lex generalis, sedangan untuk perjanjian
hanya didasarkan kontrak baku yang dibuat oleh perusahaan asuransi.** Adapun

yang membedakan dengan penelitian penulis terletak pada urgensi pembentukan

! Sunarmi, “Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya,” Jurnal llmu Hukum 2,
no. 2 (2012).

2 Henky. K.V Paendong, “Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan
Dengan Nilai Investasi,” Edisi Khusus I, no. 6 (2013).
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lembaga penjamin polis asuransi terlebih penulis selain tertuju pada yuridis juga
pada tinjauan maslahahnya sedangkan karya Henky menekankan kepada
perlindungan dana investasi ketika belum adanya aturan yang bersifat lex
specialis.

Sesudah ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian:

Jurnal ilmiah karya Aria Sri Agustin dkk yang berjudul “Tinjauan Yuridis
Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi di Indonesia”. Sebaliknya, kajian
Aria Sri Agustin mendalami struktur Lembaga Penjamin Polis Asuransi Jepang.
Dua negara yang membutuhkan asuransi adalah Jepang dan Indonesia. karena
faktor demografis dan lingkungan yang berkorelasi. Badan Penjamin Polis
Asuransi Jepang telah menerapkan prosedur tindakan pencegahan dan hukuman
yang akan meningkatkan ekonomi dan membantu perlindungan hukum pemegang
polis.** Hal yang membedakan karya Aria dengan penulis yaitu pada tulisan Aria
lebih spesifik membahas lembaga penjamin polis yang ada di Jepang dengan di
Indonesia, dimana dari tulisan beliau mengharapkan Indonesia memiliki lembaga
penjamin polis seperti yang ada di Jepang. Sedangkan penulis lebih condong
kepada urgensi pembentukan lembaga penjamin polis asuransi yang secara
maslahah sudah sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Jurnal yang di tulis oleh Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, dkk dengan
judul “Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di

Indonesia” yang mana penelitian ini menemukan bahwa belum diaturnya

3 Agustin, Ali, and Fauzia, “Tinjauan Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Di
Indonesia.”
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Lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia dalam hukum
positif di Indonesia walaupun telah diamanatkan dalam UU No. 40 tahun 2014
tentang Perasuransian.** Adapun yang menjadi pembeda utama dengan Kkarya
penulis terletak pada urgensi dari pembentukan lembaga penjamin polis asuransi
dalam kajian maslahah. Ditimbang secara maslahah Kita dapat melihat seberapa
urgennya lembaga ini dibutunkan untuk melindungi masyarakat sebagai
pemegang polis asuransi.

Ada pula Tesis yang di tulis oleh Renova Siregar dengan judul “Urgensi
Pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) Dalam Melindungi Dan Menjamin
Dana Nasabah Yang Dikelola Perusahaan Asuransi”. Adapun hal pokok yang
diteliti dalam tesis tersebut yaitu mengenai relevansi pembentukan lembaga
penjamin  polis asuransi  berkaitan dengan hambatan dan kendala
pembentukannya.”® Sedangkan penelitian oleh penulis membahas terkait urgensi
pembentukan LPP selain dalam segi yuridis Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014 tentang perasuransian juga dianalisis secara filosofis dengan menggunakan
teori maslahah.

Tesis yang di tulis olech M. Asri dengan judul “Pembentukan Lembaga
Penjamin Polis Asuransi Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum

Terhadap Pemegang Polis Asuransi PT. Jiwasraya (Persero)”. Berdasarkan kajian

Y Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi and Desak Putu Dewi Kasih, “Pengaturan Lembaga
Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Udayana
(Udayana Master Law Journal) 9, no. 4 (2020), https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p06.

1> Renova Siregar, “Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) Dalam
Melindungi Dan Menjamin Dana Nasabah Yang Dikelola Perusahaan Asuransi” (Universitas
Gajah Mada Yogyakarta, 2021).
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tersebut, Asuransi Jiwasraya tidak membayarkan klaim kepada nasabahnya atas
produk JS Saving yang totalnya mencapai Rpl16,1 triliun hingga tahun 2020.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat Kebijakan
Lembaga Penjaminan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian. Namun, pembentukan Lembaga belum terwujud.*® Hal yang
membedakan dimana karya M. Asri lebih membahas terkait kasus PT Asuransi
Jiwa Sraya (Persero) dan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada keadaan
urgensi atas pembentukan lembaga penjamin polis perspektif mas/ahah.

Terakhir berupa disertasi yang di tulis oleh Putri Nurul Hidayati, dengan
judul “Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis Di Indonesia (Studi
Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia Dan Korea Selatan)”. Penelitian
ini dimaksudkan untuk menganalisis dan melihat mengenai bentuk kelembagaan
program penjaminan polis di negara lain, terkhusus Malaysia dan Korea Selatan.
Sehingga nantinya dapat disimpulkan hal-hal yang perlu untuk jadi pertimbangan
pemerintah dalam menentukan bentuk kelembagaan yang sesuai bagi Program
Penjaminan Polis. Baik itu perluasan dari Lembaga Penjamin Simpanan maupun
sebagai lembaga independen yang berdiri sendiri. Kata Kunci: Program
Penjaminan Polis, Lembaga Penjamin Polis, Lembaga Penjamin Simpanan,

Perusahaan Asuransi, Pemegang Polis."” Sehingga bisa dilihat antara penelitian

8 M. Asri, “Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Dalam Rangka Memberikan
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi PT. Jiwasraya (Persero), ” (Universitas
Andalas, 2021).

Y Putri Nurul Hidayati, “Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis Di Indonesia
(Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia Dan Korea Selatan)” 1, no.
SEPTEMBER (2021).
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yang di lakukan Putri Nurul Hidayati dengan penulis berbeda, dimana penulis
lebih spesifik membahas urgensi pembentukan lembaga penjamin polis perspektif

maslahah.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori yang akan digunakan untuk
menganalisis permasalahan. Adapun kerangka teori yang di gunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan

Jaring pengaman sistem keuangan adalah seperangkat pilar yang
ditemukan dalam sistem keuangan maju. Lembaga Penjamin Simpanan
berfungsi sebagai salah satu prinsip utama jaring pengaman keuangan.
Indonesia belum memiliki lembaga penjamin simpanan dana pada lingkup
asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi syariah. Di Indonesia,
kepemilikan lembaga penjamin simpanan hanya berasal dari sektor
perbankan.

LPS atau sering disebut Indonesia Deposit Insurance Corporation
merupakan suatu lembaga otonom yang bertugas melindungi simpanan
nasabah bank di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
yang mengatur tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang didirikan pada
tanggal 22 September 2004 menjadi landasan berdirinya organisasi ini.
Pendirian dan pengoperasian lembaga penjaminan simpanan dimulai pada
tanggal 22 September 2005, satu tahun setelah undang-undang ini berlaku.

Setiap kebijakan lembaga penjamin simpanan selin melindungi dana nasabah
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penyimpan, juga secara tidak langsung memikirkan bagaimana bank tetap
berjalan dan berusaha dengan baik.® Ada beberapa faktor dengan adanya
lembaga penjamin simpanan yaitu, lembaga penjamin simpanan berfungsi
seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); sebagai Suku Bunga
Penjaminan (SBP); faktor kepercayaan merupakan faktor utama atau faktor
penentu; sebagai cadangan klaim bank gagal bayar.

Menurut Undang-Undang Perasuransian, organisasi penjamin simpanan
diwajibkan untuk menjamin simpanan para deposan dan secara aktif
berkontribusi untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dalam batas-batas
yurisdiksinya. Ini adalah masalah yang sangat penting, karena selain itu
praktik pelaporannya yang strategis, lembaga penjamin simpanan melapor
langsung kepada Presiden, bukan kepada Departemen Teknis. Konsep dari
Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan yang memiliki manfaat sangat
besar, seharunsya bisa menjadi acuan pembentukan lembaga penjamin
simpanan dana asuransi.

Formulasi Teori Maslahah

Secara syara’ dari Allah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia
dan akhirat. Ketentuan syara’ dibagi menjadi dua kategori oleh ulama usul/
figh: ibadah dan mu'amalah. Pembagian ini didasarkan pada tujuan al-syari’
untuk merumuskan peraturan yang berkaitan dengan ibadah dan mu‘amalah.
Penetapan hukum dalam bidang ibadah sepenuhnya merupakan hak Allah,

sedangkan mu‘amalah merupakan hak manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh

18 Adriian Sutedi, Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan, him. 23-24.
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Izzuddin ibn abdi al-Salaam. Setelah menunjukkan beberapa perbedaan antara
ibadah dan mu'amalah, beliau mengatakan bahwa segala bentuk ibadah
dimaksudkan untuk mengagungkan, memuliakan, mewartakan kebesaran
Allah SWT serta berserah diri dan berserah diri kepada-Nya.!* Kata
“maslahali’ secara etimologis berkaitan dengan kata “al-salah” yang
bermakna “kebaikan dan kemaslahatan”. Bentuk jamak dari kata "mas/ahah"
adalah " al-masalifi', sedangkan bentuk tunggalnya adalah "maslahah". Al-
maslahah menyampaikan gagasan tentang segala sesuatu yang sangat baik
dan bermanfaat. Antitesis dari kata a/-maslahah adalah al-mafsadah, yang
mengacu pada sesuatu yang memiliki banyak sifat negatif. Maslahah adalah
kata Arab untuk "memanfaatkan" dan "menolak™ madarat (risiko) untuk
menegakkan tujuan Syara’ (hukum Islam). Tujuan syara' adalah memelihara
harta, keturunan, agama, jiwa, dan akal. Seseorang dikatakan mengamalkan
maslahah jika ia melakukan perbuatan yang terutama untuk menegakkan lima
tujuan yang tercantum di atas oleh Syara’. Selain itu, dikenal sebagai
maslahah untuk menolak bahaya (risiko) terkait dengan lima tujuan syara’.?
Dapat dikatakan bahwa maslahah, juga dikenal sebagai maslahah
manusia universal atau, dalam pengertian yang lebih konkrit, “keadilan
sosial”, merupakan elemen penting dalam pembangunan paradigma filsafat

hukum Islam yang didasarkan pada pengembangan teori maslahah. Dalam

19 12z al-Din ibn ‘Abd Al-Salam, Qawa’id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam, juz Il (Kairo:
Maktabat al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1994), him. 76.

2 Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Al-Mustafa Min Ilm Al-Usul (Beirut: Dar al-Kutub
al-Islamiyyah, 1980), him. 286.
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pandangan Islam, setiap paradigma teoritis (ijtihadi) yang dapat menjamin
terwujudnya maslahah bagi umat manusia, baik yang didukung oleh teks
maupun tidak, adalah sah, dan umat Islam wajib mengambilnya dan
mewujudkannya. Di sisi lain, setiap usulan teoritis sekuat apa pun yang tidak
secara tegas mendukung jaminan maslahah adalah fasid, dan umat Islam baik
yang bertindak sendiri maupun berkelompok wajib menghentikannya. Ini
termasuk awal yang meningkatkan kemungkinan pelanggaran di mata Islam.

Berdasarkan paradigma tersebut, kaidah fikih yang selama ini
digunakan perlu penambahan dan rumusan ulang kalimat “Jika sebuah buku
petunjuk hadits terbukti terpercaya kesahihannya, maka itu adalah
madzhabku”, dengan asumsi itu telah ditetapkan sebagai kebenaran.* Hal ini
tidak berarti bahwa ciri formal dan tekstual legislasi hukum harus
dikesampingkan untuk memberikan aturan yang lebih menitikberatkan pada
isi, khususnya maslahah-keadilan. Namun, jika ingin menghindari anarki,
ketentuan legal-formal-tekstual yang sah harus menjadi pedoman perilaku
manusia dalam masyarakat. Namun, harus juga dipahami dengan tegas bahwa
kriteria legal-formal dan tekstual hanyalah sarana penerapan prinsip-prinsip
keadilan dalam praktik.

Artinya, ketentuan formal-tekstual harus selalu dan/atau diyakini
terbuka jika perlu diubah atau diperbarui oleh dorongan maslahah sebagai

cita-cita keadilan, bagaimanapun dan dari mana sumbernya.

! Muhammad Harfin Zuhdi, “Formulasi Teori Maslahah Dalam Paradigma Pemikiran
Hukum Islam Kontemporer,” Istinbath 12, no. 1 (2013): 309.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penulisan karya ilmiah tentang urgensi pembentukan lembaga penjamin polis
asuransi dalam kajian teori maslahah menggunakan metode penelitian
kepustakaan (library research) yang bersifat jenis penelitian hukum yuridis
filosofis. Penelitian yuridis filosofis adalah suatu penelitian yang berfokus
terhadap analisis bahan hukum berupa segala jenis peraturan yang berlaku di
Indonesia dengan penyempurnaan teori maslahah sebagai bahan acuan dalam
penelitian tersebut.?

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan hukum, serta pendekatan filosofis, digunakan untuk mengatasi
masalah pada penelitian ini.

Pendekatan yuridis penelitian hukum melibatkan pencarian peraturan
perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah-
masalah yang diteliti, seperti peraturan perlindungan konsumen atau
pemegang polis asuransi, dengan menggunakan sumber pustaka atau data
sekunder sebagai bahan dasar penelitian.

Pendekatan filosofis diibaratkan sebagai pisau analisis untuk membedah
Islam secara mendalam, integral dan komprehensif untuk melahirkan
pemahaman dan pemikiran tentang Islam yang senantiasa relevan pada setiap

waktu dan ruang atau salih fi kulli zaman wal makan. Peneliti akan

%2 Soerjono Soekanto, Introduction to Legal Research / Soerjono Soekanto | OPAC
National Library of Indonesia, Ul Press, 2012, him. 201.
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menemukan seberapa urgen nya LPP sebagai simpanan dana bagi pemegang

nasabah polis asuransi.

. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mendasarkan pada data primer

dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini meliputi:

a.

Dokumentasi
adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis

dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

. Observasi

Teknik ini merupakan proses untuk memperoleh data informasi dengan
cara melakukan pengamatan. Dan Teknik ini nantinya akan diperoleh dari

pengamatan data dokumentasi.

Data sekunder, yaitu informasi yang didapatkan didalam penelitian hukum

yang dilakukan secara kepustakaan.

Dokumen hukum tersebut yaitu:

a.

b.

Dokumen hukum Primer:

1) UUD NRI Tahun 1945.

2) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

3) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4) Peraturan Menteri Keuangan

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

7) Fatwa DSN MUI

Sumber daya hukum sekunder adalah mereka yang secara dekat
menggambarkan bahan hukum fundamental. Karya tulis ini meliputi buku,
artikel penelitian, dan makalah yang disampaikan pada seminar,
simposium, dan lokakarya.

Bahan hukum tersier, atau yang menawarkan pedoman atau definisi untuk

istilah tertentu, meliputi:
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1) Kamus Besar Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
3) Kamus Besar Bahasa Inggris
4) Kamus Bahasa Belanda

5) Kamus Bahasa Arab

4. Analisis Data Penelitian
Identifikasi, Kklasifikasi, sistematika organisasi, dan analisis digunakan untuk
mengolah data yang penulis kumpulkan melalui observasi dan studi
kepustakaan. Strategi atau pendekatan yang digunakan dalam analisis data
adalah metode analisis kuantitatif sejalan dengan metode pendekatan yuridis

filosofis yang menekankan pada data sekunder.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, dimana sub bab dan bab
lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Untuk
memudahkan pemahaman, penelitian ini disusun sebagai berikut:

Pengantar tesis secara keseluruhan dapat ditemukan di bab pertama. Latar
belakang topik, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka,
kerangka teori, teknik penelitian, dan sistematika penelitian semuanya tercakup
dalam bab pertama.

Bab kedua, berisi tentang teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab
permasalahan yang ada. Teori yang akan di gunakan dalam bab 2 ini meliputi sub
bab A tentang Konsep Lembaga Penjamin Simpanan. Sub bab B tentang

Formulasi Teori Maslahah.
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Bab ketiga, memaparkan tentang kajian yang meliputi Sub Bab A Asuransi
dan Reasuransi, Sub Bab B tentang Regulasi yang mengatur Perasuransian, Sub
Bab C tentang Kasus-kasus perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar
hingga dinyatakan pailit yang dibagi lagi ke dalam Sub Bab 1 membahas
Perusahaan Asuransi Gagal Bayar Dan Pailit, Sub Bab 2 tentang Nasabah yang
tidak diberikan hak-haknya.

Bab keempat, yang terdiri dari Sub Bab A berupa Analisa belum
terlaksananya Pasal 53 Ayat (4) UU No.40 Tahun 2014, Sub Bab B Analisa
Urgensi Pembentukan LPP Asuransi dalam Perspektif Teori maslahah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan beserta saran

dan merupakan akhir dari proses kajian.



BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berikut temuan dari penelitian tesis ini, yaitu:

1. Pembuatan Lembaga Penjamin Polis asuransi hingga saat ini masih
belum terealisasikan meskipun sudah diamanatkan didalam Pasal 53 ayat
(4) UU Nomor 40 Tahun 2014 dan pada tahun ini terhitung mengalami
kemunduran 5 tahun. Adapun alasan atau hambatannya, meliputi: kriteria
anggota Lembaga Penjamin Polis yang dijamin; batasan pertanggungan
yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Polis; pertimbangan perusahaan
asuransi  yang wajib menjadi anggota Lembaga Penjamin Polis;
Penetapan skema kelembagaan yang sesuai untuk Lembaga Penjamin
Polis; LPP tetap harus memiliki UU LPP; Penetapan skema dan produk
yang dijamin; biaya besar untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis.

2. Urgensi pembentukan Lembaga Penjamin Polis sudah tidak dapat
dihindari lagi. Pembentukannya akan melindungi semua pihak, baik
negara, perusahaan, dan yang utama individu/pemegang polis. Sebab,
jika melihat pada kasus gagal bayar yang dialami perusahaan asuransi
yang tidak mampu memberikan hak-hak pemegang polis dan merugikan
negara, maka sudah mengganggu kelima tujuan syara’ yaitu agama,
jiwa, akal, keturunan dan harta benda, yang artinya sudah
mendatangkang mafSadah. Mafsadah adalah segala sesuatu yang

bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yang meliputi pemeliharaan
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agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta., yang oleh karena itu upaya
menolak dan menghindarkannya inilah dengan mencari Maslahah.
Pembentukan LPP sudah masuk dalam kategori daruriyat untuk
memastikan bahwa kesempatan pembentukannya tidak hilang dan untuk
menerima manfaat yang diantisipasi di masa depan. Selain itu,
Pembentukan lembaga ini akan memberikan masiahah bagi seluruh

lapisan masyarakat (a/-maslahah al-ammabh).

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, yakni:

1. Bagi pemerintah, untuk segera mewujudkan amanat Pasal 53 ayat (4) UU
Perasuransian dan segera menyelesaikan hambatan yang dialami. Karena
memang pembentukan Lembaga Penjamin Polis sudah urgent.
Mengingat sudah banyaknya pemegang polis yang tidak dilindungi hak-
haknya. Jadi meskipun aturan yang berhubungan dengan asuransi
sangatlah banyak, namun tidak ada yang benar-benar memberikan
kepastian hukum kepada pemegang polis. Apabila LPP memiliki sistem
layaknya LPS, maka semua perusahaan asuransi akan menjalankan
perusahaannya dengan benar dan tentunya tidak akan ada yang
melakukan tindak pidana korupsi.

2. Bagi peneliti, penerapan konsep mas/ahah sangatlah dibutuhkan untuk
era yang terus maju. Gunanya menetapkan hukum baru yang belum ada

secara nash syari’, sehingga semua umat manusia mampu menjalani
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kehidupan yang baik di dunia maupun untuk akhiratnya dengan

mengutamakan hukum yang memberikan mas/ahat bagi semua lapisan.
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